5.1

BABV
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap 13 perkara sengketa

hasil Pilkada di Sumatera Barat tahun 2024 yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa:

5.2

1.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas permohonan sengketa
hasil Pilkada di Sumatera Barat Tahun 2024 ditolak Mahkamah
Konstitusi karena alasan formil, terutama terkait ambang batas selisih
suara sebagaimana diatur Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini
menegaskan bahwa syarat legal standing merupakan pintu utama
untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa lebih
lanjut. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi
alasan yuridis penolakan MK telah tercapai, yaitu dominannya
pertimbangan formil dibandingkan substansi dalil yang diajukan
Pemohon.

Penelitian memperlihatkan bahwa meskipun banyak Pemohon
mengajukan dalil kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif (TSM), Mahkamah tidak memasuki pokok perkara apabila syarat
formil tidak dipenuhi. Implikasi ini mempertegas bahwa dalam hukum
acara PHPU, kepastian hukum prosedural lebih diutamakan daripada
pencarian kebenaran substantif. Hal ini konsisten dengan teori Hukum
Administrasi Negara yang menekankan asas legalitas, serta
memperlihatkan dominasi logika formalis dalam pertimbangan hakim

konstitusi.

Saran

Diharapkan kepada tim hukum pasangan calon yang akan mengajukan
sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, sangat penting untuk
memahami dan mematuhi seluruh ketentuan prosedural yang berlaku,

terutama mengenai ambang batas selisih suara dan waktu pengajuan.
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Penyusunan permohonan harus dilengkapi dengan dalil yang logis,
runtut, serta bukti-bukti hukum yang kuat dan relevan, untuk
menghindari penolakan permohonan yang bersifat administratif.
Diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat
mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran sejak dini.
Dengan demikian, sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah dapat
lebih terfokus pada persoalan penghitungan suara, bukan pada
pelanggaran administratif atau pidana yang seharusnya ditangani oleh
Bawaslu atau Gakkumdu.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar peneliti tidak hanya
menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga memperluas pada
aspek empiris dan sosiologis. Selain itu, penggunaan pendekatan
empiris melalui wawancara dengan hakim konstitusi, kuasa hukum,
dan penyelenggara pemilu akan memberikan pemahaman lebih
mendalam mengenai dinamika praktik penyelesaian sengketa hasil

Pilkada di Indonesia.
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